BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian secara umum tentang pengelolaan
anggaran belanja desa telah diterapkan pada Desa Waijarang Kecamatan
Nubatukan Kabupaten Lembata walaupun dalam proses perjalanannya belum
optimal. Namun masih terdapat realisasi anggaran yang masih rendah atau
menyebabkan SILPA yang cukup besar pada Tahun 2019-2020 yang
menunjukan bahwa pengelolaan anggaran belanja desa bidang pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal. Berikut ini simpulan
pada pengelolaan anggaran belanja desa:
1. Perencanaan
Proses perencanaan pada pengelolaan anggaran belanja desa telah
diterapkan pada Desa Waijarang sehinggah memberikan suasana positif
dalam setiap kegiatan yang ditetapakan. Walaupun proses perencanaan
belum ada kesadaran masyarakat untuk terlibat lebih aktif.
2. Pelaksanaan
Proses pengganggara telah berjalan dengan baik dimana setiap bidang telah
mempunyai struktur masing-masing sehinggah membantu mempermudah
bendahara dalam melakukan memetaan anggaran berdasarkan keputusan
yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan.
3. Penatausahaan
Penatausahaan telah berjalan dengan baik dimana setiap proses telah dilalui

secara bertahap sehingga keputusan yang di ambil berdasarkan hasil
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Musrenbangdes.

Pelaporan

Setiap kegiatan yang lakukan dan anggaran yang di keluarkan telah
dilakukan atau dilaporkan dengan baik oleh oleh pemerintahan Desa
Waijarang.

Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa Waijarang telah menetapkan suatu standar yang baik
dalam proses pertanggungjawaban dengan sangat baik dan akuntabel

sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan.

6.2 Saran

1.

Pemerintahan desa harus harus lebih menyadarkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam setiap kegiatan di desa, sehinggah saluran aspirasi
masyarakat semakin baik untuk kemajuan desa dan kemakmuran
masyarakat desa itu sendiri.

Perlu ada monitoring, pelatihan dan pendampingan yang intens kepada
aparat desa dalam mengahadapi regulasi yang berubah-ubah sehinggah
tidak menjadi kendala ketika dalam proses pengelolaan keuangan desa.
Pemerintahan Desa harus mampu melakukan pendekatan kepada
masyarakat terutama tokoh masyarakat dan hak ulayat agar setiap

pembangunan dapat berjalan dengan baik.
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